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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT 

 

 

 

 

 

 

NOMOR  33 2005 SERI  C 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT 
 

NOMOR  13 TAHUN  2005 
 

TENTANG  
 

RETRIBUSI  PELAYANAN IZIN USAHA KEPARIWISATAAN 
 

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH  
SUBHANAHU  WATA’ALA 

 
BUPATI GARUT, 

 
 
Menimbang  : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemberian 

pelayanan terhadap masyarakat di bidang 
kepariwisataan sebagai perwujudan dalam jasa 
pelayanan izin usaha kepariwisataan, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 
2001 tentang Retribusi Pelayanan Izin Usaha 
Kepariwisataan perlu ditinjau kembali; 

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 
Tahun    1950); 

2. Undang-Undang Nomor Prp 49 Tahun 1960 tentang 
Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara 
Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2104); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3890); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); 

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3209); 

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3427); 

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  (Lembaran 
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000  
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3699); 

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437); 

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3851); 

13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3854) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 
2001(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang 
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3176); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3258); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang 
Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara 
Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3658);  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi 
Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3952);  

18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4139); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut 
Nomor 1 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan 
Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang 
Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 
1986 Nomor 5); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 
2000 tentang Pelanggaran Kesusilaan (Lembaran 
Daerah Tahun 2000 Nomor 14); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 
2000 tentang Visi Kabupaten Garut (Lembaran 
Daerah Tahun 2000 Nomor 38); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 
2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten 
Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 39); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 
2001 tentang Rencana Induk Pengembangan 
Pariwisata Daerah Kabupaten Garut Tahun 2001-
2010 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 74); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 
2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut 
(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13); 
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25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 
2002 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten 
Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 15); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 
2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 
2004 Nomor 23); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 
2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah 
(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24). 

 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT 

dan 

B U P A T I    G A R U T 

 
MEMUTUSKAN  : 

 
 Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT 

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN IZIN USAHA 
KEPARIWISATAAN. 

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan  : 

1. Daerah adalah Kabupaten Garut. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 


